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ABSTRAK 
 
A.SUHARTINI (B111 13 048) “PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH 
REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN 
NARKOTIKA (Studi di Rumah Tahanan Negara Klas II B 
Watansoppeng Tahun 2011-2016)”. Dibimbing oleh bapak  
Syamsuddin Muchtar selaku pembimbing l dan ibu Haeranah selaku 
pembimbing ll. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan 
hak memperoleh remisi bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika di Rumah Tahanan Negara Klas II Watansoppeng tahun 2011-
2016 dan pertimbangan pemenuhan hak memperoleh remisi bagi 
narapidana narkotika di Rumah Tahanan Klas II Watansoppeng tahun 
2011-2016.  
Penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Klas ll B Watansoppeng 
dengan metode penelitian yuridis empiris berupa pengumpulan data 
dengan cara penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan 
yang dimaksudkan adalah penelitian dengan melakukan pengambilan 
data langsung dilapangan dengan cara melakukan wawancara langsung 
dengan petugas rutan mengenai pemenuhan hak memperoleh 
pengurangan masa pidana (remisi).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak 
memperoleh remisi bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika di Rumah Tahanan Negara Klas II Watansoppeng pada tahun 
2011-2016 sudah efektif dan sesuai dengan peraturan perundang 
undangan yang berlaku. Hal hal yang menjadi pertimbangan pemenuhan 
hak memperoleh remisi bagi narapidana narkotika di Rumah Tahanan 
Klas II Watansoppeng diantaranya adalah menerapkan aturan bahwa 
narapidana narkotika diharuskan berkelakuan baik selama menjalani 
masa pidana dan  tidak terdaftar dalam buku register (F). Selain itu 
narapidana narkotika juga diharuskan mendapatkan binaan dari segi 
psikologi sehingga pola pikir dalam terjun ke masyarakat dapat ditata 
dengan baik. Rutan Klas II B Watansoppeng juga menerapkan pembinaan 
psikologi dengan pembinaan religius dalam hal keagamaan sehingga 
narapidana khususnya narapidana narkotika mendapatkan pembinaan 
secara fisik maupun batin. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah yang 
sangat mengkhawatirkan. Indonesia sekarang ini tidak hanya sebagai 
daerah transit maupun pemasaran, melainkan sudah menjadi daerah 
produsen narkotika. Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya pabrik-pabrik 
pembuatan narkotika di Indonesia dan terungkapnya impor precursor atau 
bahan pembuat narkotika dalam bentuk besar dari luar negeri ke 
Indonesia. 
Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindakan kejahatan dan 
pelanggaran yang mengancam keselamatan baik fisik maupun jiwa si 
pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial. Peredaran 
narkotika menimbulkan keresahan dan ketakutan dalam kehidupan 
masyarakat terutama bagi generasi muda bangsa. Menyadari sedemikian 
besarnya dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, 
Pemerintah telah mengeluarkan produk hukum yang diharapkan mampu 
untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika melalui 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang telah 
diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika. 
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Penyalahgunaan narkotika membawa dampak yang begitu besar 
bagi masyarakat dan lingkungan sosial sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) 
UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: 
“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan 
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam 
jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana 
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) 
dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).” 
 
Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian 
dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah 
divonis dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum 
yang tetap (inkraht). Fungsi pemidanaan pada saat ini tidak lagi sekedar 
penjeraan, tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai tempat atau sarana 
pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan lembaga 
pemasyarakatan. Penjeraan dalam sistem pemidanaan memiliki unsur-
unsur balas dendam di Lembaga Pemasyarakatan. Para warga binaan 
pemasyarakatan sering mengalami siksaan, untuk memperbaiki tingkah 
laku dan perbuatannya. Tindakan semena-mena atau kekerasan memang 
rentan sekali terjadi terhadap tersangka, terdakwa maupun narapidana. 
Dalam sistem hukum pidana Indonesia kita mengenal istilah Rumah 
Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Meski 
berbeda pada prinsipnya, Rutan dan Lapas memiliki beberapa 
persamaan. Kesamaan antara Rutan dengan Lapas di antaranya, baik 
Rutan maupun Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah 
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Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi 
Manusia1. Selain itu, penempatan penghuni Rutan maupun Lapas sama-
sama berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak 
pidana/kejahatan. 
Sebagai tambahan, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) jo. penjelasan PP 
No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat 
menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya 
Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 
tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah 
Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu 
pula sebaliknya. 
Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983, di tiap 
kabupaten atau kotamadya dibentuk Rutan. Namun kondisi yang terjadi di 
Indonesia adalah tidak semua kabupaten dan kotamadya di Indonesia 
memiliki Rutan dan Lapas, sehingga Rutan difungsikan pula untuk 
menampung narapidana seperti halnya Lapas. Hal ini juga mengingat 
kondisi banyak Lapas yang ada di Indonesia, berdasarkan informasi dari 
berbagai sumber, telah melebihi kapasitas, karenanya terdakwa yang 
telah menjalani hukuman di Rutan, yang seharusnya pindah dari Rutan 
untuk menjalani hukuman ke Lapas, banyak yang tetap berada di dalam 
Rutan hingga masa hukuman mereka selesai. 
                                                          
1 pasal 2 ayat [1] PP No. 58 Tahun 1999 
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Warga binaan selaku terpidana yang menjalani pidana penjara 
memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan undang-
undang Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya pemberian 
remisi. Remisi pada hakekatnya adalah hak semua narapidana dan 
berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana 
sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati. Hukum positif 
Indonesia yang mengatur mengenai remisi terdapat dalam Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara 
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Keputusan 
Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta secara khusus 
terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang 
merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata 
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjelaskan 
bahwa: 
1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
(1) Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan   
Remisi. 
(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 
kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi 
syarat: 
a. Berkelakuan baik; dan 
b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. 
(3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a dibuktikan dengan: 
a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun 
waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum waktu 
pemberian remisi; dan 
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b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan 
oleh LAPAS dengan predikat baik.” 
2. Ketentuan Pasal 34A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
(1) Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena 
melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekusor 
narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap 
keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, 
serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain 
harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 
34 juga harus memenuhi persyaratan: Bersedia bekerja sama 
dengan penegak hukum untuk membantu membongkar 
perkara tindak pidana yang dilakukannya; 
a. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai 
dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang 
dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan, 
b. Telah mengikuti program deradikalisasi yang 
diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar; 
1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik 
Indonesia secara tertulis bagi bagi narapidana warga 
negara Indonesia 
2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana 
terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara 
asing, yang dipidana melakukan tindak pidana 
terorisme.  
(2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana 
narkotika dan prekusor narkotika, psikotropika sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana 
yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun. 
(3) Kesedian untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan 
ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menimbulkan berbagai 
macam persoalan diantaranya mengingkari asas kesamaan hak 
dihadapan hukum (equality before the law) yang membedakan pemberian 
remisi bagi terpidana kejahatan biasa dengan terpidana pelaku kejahatan 
luar biasa (extraordinary crime) terorisme, narkotika, psikotropika dan 
korupsi di Indonesia. Uraian di atas menurut penulis menunjukkan bahwa 
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pengetatan remisi bagi kejahatan luar biasa (extraordinary crime) 
terorisme, narkotika, psikotropika dan korupsi di Indonesia bertentangan 
dengan landasaan negara Indonesia yaitu Pancasila, setidaknya pada 
prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab (sila 2) dan keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia (sila 5). Hak non diskriminasi ini ini kembali 
dinyatakan dalam Pasal 27 ayat(1), Pasal 28 d ayat (1) dan Pasal 28 h 
ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan khususnya Pasal 
5 yang mengatur tentang hak-hak yang sama para narapidana didalam 
pembinaannya baik perlakuan maupun pelayanan.Hak tersebut juga 
melanggar Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 
serta Pasal 20 International Covenant of Cultur and Politic Right (ICCPR) 
yang pada intinya menyatakan persamaan hak dimuka hukum. 
Oleh karena itu sewajarnya pelaksanaan pemberian remisi bagi 
narapidana narkotika diperhatikan baik dari segi pertimbangan tentang 
aturannnya maupun pelaksanaannya didalam sistem peraturan hukum 
yang berlaku sehingga penulis merasa perlu menelusuri bagaimana 
proses pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana penyalahgunaan 
narkotika khususnya di wilayah hukum Kabupaten Soppeng. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, 
maka rumusan masalah yang akan dipecahkan oleh penulis pada skripsi 
ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh remisi 
bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Rumah 
Tahanan Negara Klas II  Watansoppeng tahun 2011-2016? 
2. Bagaimanakah pertimbangan pemenuhan hak memperoleh remisi 
bagi narapidana narkotika di Rumah Tahanan Klas II Watansoppeng 
tahun 2011-2016? 
C. Tujuan 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh 
remisi bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika di 
Rumah Tahanan Negara Klas II Watansoppeng tahun 2011-2016 
2. Untuk mengetahui pertimbangan pemenuhan hak memperoleh 
remisi bagi narapidana narkotika di Rumah Tahanan Klas II 
Watansoppeng tahun 2011-2016 
D. Manfaat 
 Diharapkan dengan adanya penelitian ini, penulis, masyarakat, dan 
para penegak hukum dapat mengetahui efektifitas pemberian remisi bagi 
pelaku tindak pidana narkotika, dalam kaitannya dengan upaya 
pemberantasan tindak pidana narkotika yang semakin marak di Indonesia 
sehingga tidak menimbulkan adanya asumsi-asumsi yang tidak berdasar 
mengenai pemberian remisi terhadap narapidana narkotika. 
 Selain itu, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan 
referensi baru bagi mahasiswa hukum lainnya yang ingin membahas 
mengenaiefektivitas pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana 
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tindak pidana narkotika serta memberikan pengetahuan kepada para 
mahasiswa, aparat penegak hukum dan narapidana itu sendiri agar lebih 
memahami remisi sebagai suatu hak bagi narapidana. 
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BAB II 
        TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana 
1. Definisi Tindak Pidana 
Tindak Pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 
pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan 
kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. 
Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa 
peristiwa yang kongkret dalam lapangan hukum pidana. Tindak Pidana 
juga sering mempergunakan istilah delik2. 
Delik dalam bahasa Belanda disebut dengan Strafbaarfeit yang 
diartikan sebagai peristiwa yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam 
bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya 
dapat dikenakan hukuman (pidana).  
Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah 
suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. 
Sedangkan Simons merumuskan Strafbaarfeit adalah suatu tindakan 
melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang 
yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan 
sebagai dapat dihukum3.   
Andi Hamzah dalam bukunya Asas Asas Hukum Pidana memberikan 
definisi mengenai delik yakni Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan 
                                                          
2 Amir ilyas. 2012 Asas Asas Hukum Pidana. Rangkang Education dan PuKAP-
Indonesia. Yogyakarta. Hal.18 
3 Adami Chazawi. 2010.  Pelajaran Hukum Pidana 1. Rajawali Pers. Jakarta. Hal.75 
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yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang undang 
(Pidana)4. 
Sedangkan Menurut Amir Ilyas5 tindak pidana adalah setiap 
perbuatan yang mengandung unsur unsur sebagai berikut: 
1. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang undang ( Mencocoki 
rumusan delik) 
2. Memiliki sifat melawan hukum dan 
3. Tidak ada alasan pembenar 
Tindak Pidana juga diartikan sebagai suatu dasar pokok dalam 
menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana 
atas dasar pertanggung jawaban seseorang pada perbuatan yang telah 
dilakukannya tapi sebelum itu, mengenai dilarang atau diancamnya suatu 
perbuatan yang digolongkan dalam perbuatan pidananya sendiri harus 
berdasarkan asas legalitas (principle of legality) yaitu asas yang 
menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam 
dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang 
undangan yang sering juga disebut dengan Nullum delictum nullapoena 
sine praevia lege. 
Tindak pidana merupakan bagian dasar daripada suatu kesalahan 
yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. 
Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan 
                                                          
4 Andi Hamzah, 1994.Asas Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. Hal.72, hal.88 
5 Amir Ilyas SH., MH. Op.cit Hal.28 
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perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan 
(dolus) atau kealpaan (culpa).  
Kesalahan (schuld) berbentuk dolus dan culpa dapat menyebabkan 
terjadinya suatu tindak pidana dikarenakan seseorang tersebut telah 
melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas 
perbuatannya tersebut maka si pelaku harus mempertanggungjawabkan 
segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili 
dan bilamana terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang 
dilakukan si pelaku maka yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman 
sesuai dengan Pasal dalam undang undang yang mengaturnya. 
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana 
Dalam pembahasan mengenai hukum pidana akan ditemukan 
beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang 
dibedakan atas dasar tertentu diantaranya: 
a) Menurut sistem Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) 
dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran 
Adapun alasan dari pembedaan antara kejahatan dan 
pelanggaran adalah bahwa jenis pelanggaran lebih ringan 
dibandingkan dengan kejahatan yang dapat dilihat dari ancaman 
dalam pelanggaran tidak ada yang diancam pidana penjara tetapi 
pidana  kurungan ataupun denda sedangkan pada kejahatan 
didominasi pada ancaman pidana penjara bahkan hukuman mati. 
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Secara kuantitatif pembuat undang undang membedakan 
delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut6: 
1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan perbuatan yang 
merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seseorang yang 
berkewarganegaraan Indonesia yang melakukan delik diluar 
negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di 
Indonesia  maka dipandang tidak perlu dituntut. 
2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak 
dipidana 
3) Pada kasus pemidanaan anak dibawah umur tergantung pada 
pelanggaran atau kejahatan apa yang telah dilakukannya 
b) Menurut cara merumuskannya dibedakan atas tindak pidana formil 
dan tindak pidana materil: 
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan 
untuk memberikan arti pada inti larangan yang dirumuskan yaitu 
melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil 
tidak memerlukan atau tidak meninjau akibat dari perbuatannya 
melainkan semata mata pada perbuatannya.  
Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil inti 
larangannya adalah menimbulkan akibat yang dilarang sehingga 
orang yang melakukan perbuatan yang akibatnya dilarang itulah 
                                                          
6Ibid. hal.29 
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yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Begitupun untuk 
selesainya tindak pidana materil tidak bergantung pada sejauh mana 
wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada 
syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. 
c) Berdasarkan bentuk kesalahan dibedakan antara tindak pidana dolus 
dan tindak pidana culpa. 
Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang dalam 
rumusannya dilakukan dengan kesengajaanatau mengandung unsur 
kesengajaan. Sedangkan tindak pidana culpa adalah tindak pidana 
yang dalam rumusannya mengandung unsur ketidak sengajaan. 
d) Berdasarkan macam perbuatannya dapat dibedakan antara tindak 
pidana aktif /positif atau biasa juga disebut dengan tindak pidana 
komisi dan tindak pidana pasif/negatif atau biasa juga disebut 
dengan tindak pidana omisi 
Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya 
berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang 
melibatkan adanya gerakan anggota tubuh si pelaku atau orang yang 
berbuat. Sedangkan tindak pidana pasif terbagi atas dua yaitu tindak 
pidanapasif murni dan yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni 
ialah tindak pidana yang dirumusan secara formil atau tindak pidana 
yang pada dasarnya unsur unsur perbuatan yang dilakukan adalah 
perbuatan pasif. Sedangkan tindak pidana pasif tidak murni berupa 
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tindak pidana positif tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak 
berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat 
terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan 
sehingga akibat itu benar benar timbul. 
e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana seketika dan tindak pidana yang 
terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/ berlangsung terus 
menerus. 
Tindak pidana yang terjadi seketika atau dalam waktu singkat 
biasa juga disebut dengan aflopende delicten. Sedangkan tindak 
pidana yang berlagsung lama yakni setelah perbuatan dilakukan, 
tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus atau biasa 
disebut dengan voordurende delicten. Tindak pidana ini juga disebut 
dengan tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan terlarang. 
f) Berdasarkan sumbernya dibedakan atas tindak  pidana umum dan 
tindak pindana khusus. 
Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang 
dimuat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai 
kodifikasi hukum pidana materil yang termuat dalam buku II dan 
buku III. Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak 
pidana yang terdapat diluar KUHP Pada umumnya dikenal dengan 
istilah delik delik didalam KUHP dan diluar KUHP. 
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g) Dilihat dari sudut subjeknya, dibedakan antara tindak pidana yang 
dapat dilakukan oleh semua orang (communia) dan tindak pidana 
yang hanya dapat dilakukan oleh orang dengan kualifikasi tertentu 
(propria). 
Pada umumnya tindak pidana dibentuk dan dirumuskan untuk 
berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan yang hanya 
dapat dilakukan oleh orang orang khusus dengan kualitas dan 
kualifikasi tertentu. 
h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka 
dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. 
Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk 
dilakukannya penuntutan terhadap perbuatannya, tidak disyaratkan 
adanya pengaduan dari pihak yang berhak atau yang merasa 
dirugikan, sementara tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang 
mensyaratkan adanya pengaduan terlebih dahulu untuk dapat 
dilakukannya penuntutan. 
i) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok , tindak pidana yang 
diperberat dan tindak pidana yang diperingan. 
Dilihat dari berat ringannya ada tindak pidana tertentu yang 
dibentuk menjadi : 
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1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau 
dapat juga disebut dengan bentuk standar. 
2. Dalam bentuk yang diperberat 
3. Dalam bentuk ringan. 
Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara 
lengkap artinya semua unsurnya diantumkan dalam rumusan, 
sementara itu pada bentuk yang diperberat dan atau diperingan, 
tidak mengulang kembali unsur unsur bentuk pokok itu, melainkan 
sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau Pasal bentuk 
pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang 
bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam 
rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, 
ancaman pidana terhadap tindak pidana yang diperberat atau yang 
diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk 
pokoknya. 
j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak 
pidana tidak terbatas macamnya, melainkan sangat tergantung pada 
kepeningan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan 
perundang undangan. 
Sistematika pengelompokan tindak pidana dalam KUHP 
berdasarkan pada kepentingan hukum yang dilindunginya sehingga 
terbagi kedalam beberapa bab. 
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k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi larangan dibedakan 
antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai 
Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga selesainya tindak pidana dan dapat 
dipidananya pelaku cukup dengan satu kali perbuatan. Sementara 
yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak 
pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga selesainya 
tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku disyaratkan dengan 
dilakukannya tindak pidana secara berulang ulang7. 
3. Unsur Unsur Tindak Pidana 
Setiap tindak pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam 
unsur unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif 
adalah unsur unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang 
berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk didalamnya segala sesuatu 
yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur 
unsur yang ada hubungannya dengan keadaan keadaan yang mana 
tindakan tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. 
Unsur unsur subjektif dari suatu tindakan pidana itu adalah8: 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). 
                                                          
7 Buku Ajar Hukum pidana 1. 2007.  Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 
hal. 56. 
8 Lamintang P.A.F, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 
1997,Bandung. hal 193-194 
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2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging 
seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP 
3. Macam - macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
didalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, 
pemalsuan dan lain sebagainya. 
4. Merencanakan terlebi dahulu atau voorbedachteraad seperti 
yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 
KUHP. 
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat didalam rumusan 
tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
Unsur objekif dari suatu tindak pidana yaitu: 
1. Sifat melawan hukum atau wederrechttelicjkheid. 
2. Kualitas dari si pelaku 
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai 
penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
A.fuad usfa dalam bukunya pengantar hukum pidana 
mengemukakan bahwa unsur unsur subjektif dari suatu tindak pidana 
meliputi 9: 
1. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (dolus dan culpa). 
2. Maksud pada suatu percobaan  
3. Macam macam maksud atau oogmerk seperti misalnya yang 
terdapat dalam tindak pidana pencurian. 
                                                          
9 Andi Fuad Usfa. Pengantar Hukum Pidana Edisi Revisi. UMM Malang hal. 45 
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4. Merencanakan terlebih dahulu. 
Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana meliputi: 
1. Sifat melanggar (melawan) hukum. 
2. Kualitas dari si pelaku. 
3. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 
penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. 
Sedangkan menurut seorang ahli hukum simons rumusan tindak 
pidana diantaranya adalah sebgai berikut: 
1. Diancam dengan pidana oleh hukum. 
2. Bertentangan dengan hukum 
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah 
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. 
Loebby loqman memberikan pendapatnya tentang unsur tindak 
pidana yang meliputi10: 
1. Perbuatan manusia baik secara aktif maupun pasif 
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang 
undang 
3. Perbuatan itu dianggap melawan hukum. 
4. Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan 
5. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan. 
Moeljatno merumuskan unsur unsur tindak pidana diantaranya 
adalah: 
                                                          
10 Erdianto Efendi, 2011. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Refika Aditama. 
Bandung. hal 99 
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1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia. 
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang undang 
3. Pebuatan tersebut bertentangan dan melawan hukum. 
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung 
jawabkan. 
5. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat. 
B. Tindak Pidana Narkotika 
1. Pengertian Narkotika 
Secara etimologis narkotika atau narkoba berasal dari bahasa inggris 
narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. 
Sedangkan menurut bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti 
terbius hingga tidak merasakan apa apa. Narkotika berasal dari perkataan 
norcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan 
dapat menimbulkan efek stupor, bahan bahan pembius dan obat bius11. 
Pengertian narkotika secara farmakologis medis, menurut 
ensiklopedia Indonesia IV adalah obat yang dapat menghilangkan 
(terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Viseral dan yang dapat 
menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tetapi harus digertak) 
serta adiksi. 
Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) 
baik dari alam maupun sitetis maupun semisintetis yang dapat 
                                                          
11 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Islam, Alumni , Bandung, hal. 36 
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menimbulkan ketidaksaan sadaran atau pembiusan. Efek narkotika 
disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan 
daya khayal atau halusinasi (ganja) serta menimbulkan daya rangsang 
atau stimulan (cocaine). Narkotika tersebut dapat menimbulkan 
ketergantungan (depence).  
Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tetang 
Narkotika menyatakan bahwa: 
“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 
tanaman, baik sintesis maupun semesintesis yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya 
rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat 
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan 
golongan sebagaimana terlampir dalam  undang undang no 35 tahun 
2009”. 
Menurut Smith Kline dan F rench Clinical Staff membuat definisi 
sebagai berikut12: 
“narcotics are drugs which produce insensibility or stupor due to 
their depressent effect on the central nervous system. Included in 
this difinition are opium, opium derivaties (morphine, codien, heroin) 
and synthetic opiates (meripidin, methadone).” 
Yang artinya adalah: 
narkotika adalah zat zat (obat yang dapat mengakibatkan ketidak 
sadaran atau pembiusan dikarekan zat tersebut bekerja 
mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini 
sudah termasuk jenis candu seperti morpin, cocain dan heroin  dan 
candu  sintesis. 
Soedjono D mengemukakan bahwa narkotika adalah zat yang bisa 
menimbulkan pengaruh pengaruh tertentu bagi mereka yang 
menggunakan dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut 
                                                          
12 Hari Sasangka. 2003. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. Maju Mundur. 
Bandung. hal. 41 
22 
 
berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat atau 
halusinasi atau khayal – khayal. Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam 
dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan 
kepentingan manusia, seperti dibidang pembedahan untuk menghilangkan 
rasa sakit. 
2. Jenis – Jenis Narkotika 
Dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat tiga 
penggolongan narkotika antara lain13: 
1. Narkotika golongan I 
Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan 
ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi sertamempunyai 
potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya : 
ganja, heroin, kokain dan opium. 
2. Narkotika golongan II 
Narkotika yang berkhasiat sebagai obat dan digunakan 
sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau 
tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi 
tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan. Contohnya : morfine, 
pentanin , petidine dan turunannya. 
3. Narkotika golongan III 
                                                          
13 Juliana lisa FR dan Nengsih Sutrisna W. 2013.  Narkoba Psikotropika dan Gangguan 
Jiwa. Nuha Medika. Yogyakarta. hal.5 
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Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak 
digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu 
pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan 
ketergantungan, contohnya kodein dan turunannya 
Berikut ini jenis narkotika yang paling banyak digunakan dan 
diketahui masyarakat: 
a. Morfin 
Morfin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal 
dari candu atau opium. Sekitar 4-21% morfin dapat dihasilkan 
dari opium. Morfin adalah prototype analgetik yang kuat, tidak 
berbau, rasanya pahit berbentuk kristal putih, dan warnanya 
berubah menjadi coklat.  
Morfin adalah alkoloida utama dari opium. Ada tiga macam 
morpin yang beredar dimasyarakat yakni cairan yang 
berwarna putih seperti bubuk kapur atau tepung yang 
pemakainnya dengan cara injeksi atau merokok, dan tablet 
kecil berwarna putih yang pemakainnya dengan menelan 
b. Ganja 
Ganja berasal dari tanaman cannabis yang merupakan 
tanaman yang mudah tumbuh tanpa memerlukan 
pemeliharaan yang istimewa . tanaman initumbuh pada 
daerah yang beriklim sedang. Pohonnya cukup rimbun dan 
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tumbuh subur didaerah beriklim tropis . ganja dapat tumbuh 
secara liar disemak belukar14. 
Hari sangka megemukakan bahwa ganja dapat dibagi ke 
dalam lima bentuk sebagai berikut15: 
1. Berbentuk lintigan seperti reefer. 
2. Berbentuk campuran atau biasa dicampur dengan 
tembakau pada rokok 
3. Berbentuk campuran daun, tangkai dan biji seperti pada 
rokok. 
4. Berbentuk bubuk dan damar yang dapat dihisap melalui 
hidung. 
5. Berebentuk damar hashish berwarna coklat kehitam 
hitaman seperti makjum. 
c. Cocain 
Cocain adalah suatu alkolodia yang berasal dari daun 
Erythroxylon coco L. Tanaman tersebut tumbuh di Amerika 
Selatan dibagian barat lautan teduh. Kebanyakan ditanam dan 
tumbuh didataran tinggi andes Amerik Selatan, khususnya di 
Peru dan Bolivia. Tumbuh juga Ceylon, India, dan Jawa. Di 
Pulau Jawa kadang kadang ditanam dengan sengaja tetapi 
tumbuh sebagai tanaman pagar. 
                                                          
14 Hari Sasangka. Op.cit. hal.50 
15 Ibid., hal.50 
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Hari Sasangka dalam bidang ilmu kedokteran menjelaskan 
cocain dipergunakan sebagai anastesi (pemati rasa) lokal yaitu: 
1. Dalam pembedahan pada hidung dan tenggorokan. 
2. Menghilangkan rasa nyeri selaput lendir dengan cara 
menyemburkan larutan kokain. 
3. Menghilangkan rasa nyeri saat luka dibersihkan dan dijahit. 
Cara yang digunakan adalah menyuntikkan kokain subkutan 
4. Menghilangkan rasa nyeri yang lebih luas dengan 
menyuntikkan kokain ke dalam ruang ekstradusi bagian 
lumbal , anastesi lumbal. 
d. Opium 
Opium ( candu) adalah zat pekat tapi biasa melekat, 
berwarna hitam kecoklat-coklatan. Opium kasar atau mentah 
mengandung 5-15% morfin, 2-8%narkotik dan 0,1-0,4% 
narceine dan sedikit cryptopine, laudanice dan lain lainnya. 
Menurut Mahi Hikmat  opium dapat dibagi kebeberapa 
macam yakni16: 
1. Opium mentah, merupakan getah buah tanaman papaver 
somniverum yang membeku sendiri . getah ini diolah 
dengan matang , oleh karena itu pembungkusan  dan 
                                                          
16 Mahi Hikmat. 2002. Narkoba Musuh Kita bersama. PT Grafiti. Bandung. hal 40 
26 
 
pengangkutannya tidak terlalu memerhatikan kadar 
morfinnya 
2. Opim masak ada tiga macam yaitu candu, jicing, jicingko 
3. Opium obat yaitu opium yang telah diolah sehingga dapat 
dipakai untuk pengobatan. 
e. Heroin 
Heroin memiliki istilah kimia Diacetyl morphine dengan 
nama samaran putih, bo’at, big harry atau brown sugar. Heroin 
dibuat secara semisintesis. Pengguna heroin akan tampak 
sangat gembira, tidak terkendali dan sering mengantuk akibat 
penggunaan jangka panjang adalah ketagihan sembelit dan 
keracunan sampai over dosis. Contoh golongan heroin yaitu 
sabu sabu, ekstasi dan putaw. 
3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 
Secara etimologis penyalahgunaan dalam bahasa asing disebut 
dengan abuse yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya 
atau bisa juga dikatakan mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai 
dengan fungsinya. 
Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak 
memberikan penjelasan yang jelas mengenai penyalahgunaan  melainkan 
menggunakan istilah penyalah guna yang merupakan orang yang 
menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum. 
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Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindakan kejahatan dan 
pelanggaran yang mengancam keselamatan baik fisik maupun jiwa si 
pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial maka 
dengan pendekatan teoritis, penyebab penyalahgunaan narkotika adalah 
merupakan delik materil sedangkan perbuatannya untuk dituntut 
pertanggungjawaban pelaku merupakan delik formil. 
Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika 
menyatakan bahwa 
a. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau 
menyalahgunaan narkotika dan dalam keadaan yang 
ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis 
b. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika 
tanpa hak atau melawan hukum. 
Penyalahgunaan narkotika membawa dampak yang begitu besar 
bagi masyarakat dan lingkungan sosial sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) 
UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: 
“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan 
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam 
jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana 
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) 
dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)” 
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C. Narapidana dan Teori Pemidanaan 
1. Narapidana dan Hak Narpidana 
Menurut Pasal 1 angka 7 Undang – Undang no. 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan narapidana adalah terpidana yang menjalani 
pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan 
menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 12 Tahun 1995 terpidana adalah 
seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Menurut Pasal 14 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 hak hak 
narapidana adalah sebagai berikut: 
1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau 
kepercayaannya. 
2. Mendapatkan perawatan baik perawatan rohani maupun 
jasmani 
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran 
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak 
5. Menyampaikan keluhan. 
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media 
massa lainnya yang tidak dilarang 
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. 
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum dan orang 
tertentu lainnya. 
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana . 
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10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti    
mengunjungi keluarga. 
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat. 
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas. 
13. Mendapatkan hak hak lain sesuai dengan peraturan 
perundang- undangan yang berlaku. 
2. Teori Pemidanaan 
Pada umumnya teori pemidanaan tidak dirumuskan dalam 
perundang-undangan, oleh karena itu para sarjana menyebutnya dengan 
teori yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Manfaat 
terbesar dengan djatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah 
pencegahan dilakukannya oleh pembuat (preveni khusus) maupun 
pencegahan yang sangat mungkin (potential offender) melakukan tindak 
pidana tersebut (prevensi umum)17. 
Ada  berbagai macam  pendapat mengenai  teori pemidanaan 
ini,namun  yang  banyak  itu  dapt  dikelompokkan  ke  dalam  tiga  
golongan besar, yaitu sebagai berikut18: 
a. Teori absolut 
Dasar pijakan dari teori Absolut  adalah pembalasan yang 
merupakan dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa 
                                                          
17Oddang Pero .2015. Skripsi Pelaksanaan Pemberian Remisi  Bagi Narapidana 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Makassar. 
18 Adami Chazawi. Op.cit. hal. 157-161 
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pidana kepada penjahat. Tindakan pembalasan didalam penjatuhan 
pidana mempunyai da arah yaitu: 
1) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan) 
2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam 
dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan). 
Bila seseorang melakukan kejahatan. Ada kepentingan hukum 
yang terlanggar. Akibat yang timbul berupa suatu penderitaan baik 
fisik maupun psikis yang berupa perasaan tidak senang, sakit hati, 
amarah, tidak puas, terganggunya ketentraman batin dan berdampak 
pula bagi keluarga dan masyarakat disekitar korban. Oleh sebab 
itulah maka dapat dikatakan teori pembalasan ini sebenarnya 
mengejar kepuasan hati, baik korban, keluarga maupun masyarakat 
pada umumnya. 
b. Teori relatif atau teori tujuan 
Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar 
bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) 
masyarakat. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat maka 
pidana mempunyai tiga macam sifat yaitu: 
1) Bersifat menakut-nakuti (afshrikking) 
2) Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering) 
3) Bersifat membinasakan (onshadelijk maken) 
Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua 
macam,yaitu: 
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1) Pencegahan umum (general preventie), dan 
2) Pencegahan khusus (special preventive). 
Diantara teori-teori pencegahan umum ini, teori pidana yang 
bersifat menakut-nakuti merupakan teori yang paling lama dianut 
orang.Menurut teori pencegahan umum ini, pidana yang dijatuhkan 
pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut 
untuk berbuat kejahatan.Sedangkan teori pencegahan khusus ini 
lebih maju jika dibandingkan dengan teori pencegahan umum. 
Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan 
yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukuan 
kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk 
tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata.  
c. Teori Gabungan 
Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas 
pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan 
kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. 
Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hamel, dan Van Hamel. 
Dan Van List dengan pandangan sebagai berikut : 
a. Hal penting dalam pidana adalah meberantas kejahatan 
sebagai suatu gejala mayarakat; 
b. lmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana 
harus bertujuan memperhatikan hail studi antropologis 
dan sosiologis; 
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c. Pidana ialah satu dari yang paling efektif yang dapat 
digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. 
Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan 
besar, yaitu sebagai berikut:19 
1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang 
perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib 
masyarakat; 
2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata 
tertib masyarakat tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana  
tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan 
terpidana. 
a. Teori Gabungan yang Pertama 
 Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan 
pada pembalasan ini didukung oleh Pompe, yang 
berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah 
pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk 
mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan 
umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. 
Pidana yang bersifat pemabalasan itu dapat dibenarkan 
apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) 
masyarakat. 
 
                                                          
19 ibid, hal. 166 
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b. Teori Gabungan yang Kedua 
 Menurut simons dasar primer pidana adalah 
pencegahan umum; dasar sekundernya adalah 
pencegahan khusus. Pidana terutama ditujukn pada 
pencegahan umum yang terletak pada ancaman 
pidananya dalam undang-undang.Apabila hal ini tidak 
cukup kuat dan tidak efektif dalam hal pencegahan umum 
itu, maka barulah diadakan pencegahan khusus, yang 
terletak dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki dan 
membikin tidak berdaya penjahat 
 Menurut Vos yang berpandangan bahwa daya 
menakut-nakuti dari pidana tidak hanya terletak pada 
pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman 
pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara 
konkret oleh hakim.Pencegahan khusus yang berupa 
memenjarakan terpidana masih disangsikan efektivitasnya 
untuk menakut-nakuti. 
 Dikatakan pula oleh Vos bahwa umum anggota 
masyrakat memandang bahwa penjatuhan pidana adalah 
suatu keadilan.Oleh karena itu, dapat membawa 
kepuasan masyarakat.Mungkin tentang beratnya pidana, 
ada perslisihan paham, tetapi mengenai faedah atau 
perlunya pidana, tidak ada perbedaan pendapat. 
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D.  Rumah Tahanan Negara 
 Menurut Pasal 1 angka 2 PP no. 27 tahun 1983 tentang 
pelaksanaan kitab hukum undang undang hukum pidana disebutkan 
bahwa: 
“Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah 
tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. 
 
 Sementara pengertian LAPAS diatur pada Pasal 1 angka 3 UU no. 
12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berbunyi: 
“Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah 
tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik 
Pemasyarakatan”. 
 
 Rutan merupakan tempat menahan tersangka atau terdakwa untuk 
smentara waktu sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan 
hukum tetap. Sementara Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan 
tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan. Berdasarkan penjelasan tersebut seorang narapidana 
harus ditempatkan di Lapas untuk mendapatkan pembinaan, tetapi karena 
keterbatasan kapasitas Rutan di Indonesia membuat fungsi Lapas 
berubah menjadi Rutan. Beberapa Lapas yang seharusnya menjadi 
tempat membina narapidana digunakan untuk menahan tersangka atau 
terdakwa. Perubahan fungsi ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri 
Kehakiman no. M.04.UM.01.06 tahun 1983 tentang penetapan lembaga 
pemasyarakatan tertentu sebagai rumah tahanan negara.  
35 
 
Sebagai tambahan, berdasarkan pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP 
No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat 
menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya 
Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 
tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah 
Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu 
pula sebaliknya. 
Berdasarkan pasal 18 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983, di tiap 
kabupaten atau kotamadya dibentuk Rutan. Namun kondisi yang terjadi di 
Indonesia adalah tidak semua kabupaten dan kotamadya di Indonesia 
memiliki Rutan dan Lapas, sehingga Rutan difungsikan pula untuk 
menampung narapidana seperti halnya Lapas. Hal ini juga mengingat 
kondisi banyak Lapas yang ada di Indonesia, berdasarkan informasi dari 
berbagai sumber, telah melebihi kapasitas, karenanya terdakwa yang 
telah menjalani hukuman di Rutan, yang seharusnya pindah dari Rutan 
untuk menjalani hukuman ke Lapas, banyak yang tetap berada di dalam 
Rutan hingga masa hukuman mereka selesai. 
E. REMISI 
1. Pengertian dan Syarat Remisi 
Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang 
tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, di mana 
hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat punitif, 
juga memberikan reward sebagai salah satu upaya pembinaan, agar 
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program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh warga binaan 
pemasyarakatan, sedangkan tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah 
mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya 
melanggar hukum yang pernah dilakukan sebagai warga masyarakat 
serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya20. 
Menurut Andi Hamzah, remisi adalah pembebasan hukuman untuk 
seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman 
terbatasyang diberikan setiap tanggal 17 Agustus21. 
Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 
1999 tidak memberikan pengertian remisi, hanya mengatakan bahwa: 
 “setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara 
sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila 
yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”22. 
 
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 
Pasal 1 angka 6, pengertian remisi adalah pengurangan masa menjalani 
pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang 
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-
undangan23. Sedangkan menurut mantan Dirjen Pemasyarakatan 
Mardjaman, pemberian remisi merupakan salah satu motivasi bagi 
                                                          
20 Dwidja Priyatno. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. cet. 
Pertama. Bandung: Refika Aditama, hal.111. 
21 Andi Hamzah. Op.cit hal. 133 
22 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 Pasal 1 tentang Remisi 
23 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara 
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (6) 
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narapidana untuk membina diri agar kelak dapat kembali kemasyarakat 
melalui reintegrasi yang sehat24. 
 Pemberian remisi tidak dianggap sebagai bentuk kemudahan bagi 
warga binaan pemasyarakatan untuk cepat bebas, tetapi agar dijadikan 
sarana untuk meningkatkankualitas diri sekaligus memotivasi diri, 
sehingga dapat mendorong warga binaan pemasyarakatan kembali 
memilih jalan kebenaran. Kesadaran untuk menerima dengan baik 
pembinaan yang dilakukan oleh Lapas maupun Rutan akan berpengaruh 
terhadap kelangsungan kehidupan di masa mendatang. Perlu kita sadari 
bahwa manusia mempunyai dua potensi dalam kehidupannya, yaitu 
potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk melakukan perbuatan buruk 
(jahat), sehingga siapapun dapat berbuat salah atau khilaf. Namun 
dengan tekad dan kesungguhan hati untuk memperbaiki diri, niscaya 
masyarakat akan memberikan apresiasi dan kepercayaan kepada warga 
binaan pemasyarakatan untuk berada kembali ditengah-tengah 
masyarakat. Pemberian remisi dimaksudkan juga untuk mengurangi 
dampak negatif dari sub-kultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas 
pidana dan akibat pidana perampasan kemerdekaan25. 
 Secara psikologis pemberian remisi mempunyai pengaruh dalam 
menekan tingkat frustasi sehingga dapat mereduksi atau meminimalisasi 
                                                          
24 Dwidja Priyatno, Op cit. hal 143. 
 
25 Menteri Hukum dan HAM, Sambutan Menteri Hukum dan Ham RI Pada upacara 
Pemberian Remisi Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Upacara Memperingati 
Hari Ulang Tahun Proklamsi Kemerdekaan RI Ke 63, Jakarta, 17 Agustus 2008 
38 
 
gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas, Rutan dan cabang Rutan 
berupa pelarian,perkelahian dan kerusuhan lainnya. 
 Pemberian remisi hendaknya dapat dijadikan semangat dan tekad 
bagi warga binaan untuk mengisi hari-hari menjelang bebas dengan 
memperbanyak karya dan cipta yang bermanfaat bagi sesama. Sehingga 
upaya warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan remisi tersebut 
dapat dimaknai sebagai persiapan diri dan kesungguhan untuk tidak 
melanggar hukum lagi yang akan sangat mendukung dan menunjang 
keberhasilan warga binaan pemasyarakatan dalam berintegrasi dengan 
masyarakat tempat di mana warga binaan pemasyarakatan kembali. 
 Dari beberapa penjelasan tersebut di atas, dapat diambil 
kesimpulan bahwa pengertian remisi diartikan sebagai pengurangan 
hukuman terhadap narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik 
dengan tujuan untuk memotivasi narapidana yang bersangkutan dan 
narapidana yang lain untuk berbuat baik dan segera menjalani kehidupan 
di masyarakat. Remisi bisa dijadikan sebagai sarana untuk memotivasi 
narapidana melaksanakan program-program yang ada di Lapas supaya 
dijalankan dengan baik, melaksanakan peraturan tata tertib dengan 
harapan yang bersangkutan mendapatkan pengurangan hukuman 
sehingga bisa segera kembali menjalani kehidupan dimasyarakat secara 
normal. 
 Bagi narapidana kebanyakan, hak remisi merupakan hak yang 
diharapkan dan ditunggu-tunggu sehingga dengan berkurangnya 
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hukuman segera dapat menghirup udara bebas. Namun demikian hak itu 
juga dapat menimbulkan kecemburuan dikalangan mereka. Hal ini dapat 
terjadi karena dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari faktor 
subyektifitas pihak penilai di samping faktor-faktor lain yang berperan 
(ekonomi). Sebagai contoh, untuk mendapatkan remisi tambahan salah 
satu syaratnya adalah “melakukan perbuatan yang membantu kegiatan 
pembinaan di Lapas”. Untuk syarat ini yang berpeluang lebih besar dapat 
melakukannya adalah narapidana yang mempunyai dana yang besar, 
sedangkan narapidana yang tidak mampu secara ekonomi tidak dapat 
melaksanakan program tersebut26. 
 Dalam rangka pelaksanaan pemberian remisi khususnya remisi 
tambahan,agar tidak menimbulkan kecemburuan di kalangan narapidana 
dan kecurigaan masyarakat, perlu adanya optimalisasi lembaga 
pengawasan mulai dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan 
setempat yang juga melibatkan Hakim Wasmat dengan menitik beratkan 
pengawasannya pada hak-hak narapidana sudah sesuai dengan 
ketentuan yang ada. 
 Pengurangan masa pidana merupakan salah satu sarana hukum 
dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga 
binaan pemasyarakatan mengenai remisi ini diatur pada Huruf i Pasal 14 
                                                          
26 Skripsi. Andi Muhammad Rahmat Tinjauan Yuridis Terhadap Pengurangan Masa 
Pidana(Remisi) Bagi Narapidana Narkotika. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.  
2013 
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ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
Dalam peraturan tersebut, ditegaskan bahwa: 
“Narapidana berhak : mendapatkan pengurangan masa pidana 
(remisi);” 
Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian remisi ini diatur melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata 
Cara Pelaksanaa Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang selanjutnya 
telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaa Hak Warga Binaan 
Pemasyaratan. Dalam Pasal 1 Angka 1,2, dan 3 Peraturan Pemerintah 
tersebut, dijelaskan bahwa: 
1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
(1) Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan 
Remisi. 
(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah 
memenuhi syarat: 
a. Berkelakuan baik; dan 
b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. 
(3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a dibuktikan dengan: 
a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun 
waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum waktu 
pemberian remisi; dan 
b. Telah mengikuti program pembinaan yang 
diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.” 
 
2. Ketentuan Pasal 34A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
(1) Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena 
melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekusor 
narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap 
keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, 
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serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain 
harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 
34 juga harus memenuhi persyaratan: 
a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk 
membantu membongkar perkara tindak pidana yang 
dilakukannya; 
b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai 
dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang 
dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan 
c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang 
diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar; 
(1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik 
Indonesia secara tertulis bagi Bagi narapidana 
Warga Negara Indonesia 
(2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana 
terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga 
Negara Asing, yang dipidana melakukan tindak 
pidana terorisme. 
(2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana 
narkotika dan prekusor narkotika, psikotropika sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana 
yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun. 
(3) Kesedian untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan 
ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
3. Di antara Pasal 34A dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni 
Pasal 34B dan Pasal 34C yang berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 34B 
(1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) 
diberikan oleh menteri. 
(2) Remisi untuk narapidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 34 ayat (1) diberikan oleh menteri setelah mendapat 
pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan terkait. 
(3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan oleh menteri/atau pimpinan lembaga terkait 
dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja 
sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri. 
(4) Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 
Pasal 34C 
(1) Menteri dapat memberikan remisi kepada anak dan 
narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1). 
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(2) Pidana narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas narapidana yang: 
a. Dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun; 
b. Berusia di atas 70 (tuju puluh) tahun; atau 
c. Menderita sakit berkepanjangan. 
(3) Menteri dalam memberikan Remisi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) setelah mempertimbangkan kepentingan 
umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat.” 
 
Kemudian berdasarkan beberapa peraturan tersebut di atas, 
pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
174 Tahun 1999 tentang Remisi. Dalam ketentuan ini, pemerintah telah 
mengatur secara limitatif mengenai tata cara pemberian remisi kepada 
warga binaan pemasyarakatan. Selain itu pemerintah juga menetapkan 
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Repubuk Indonesia 
Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat Dan Tata Cara 
Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, 
Dan Cuti Bersyarat. Ketentuan mengenai remisi pada Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia ini dapat kita temui pada Pasal 6,7,8, dan 
Pasal 26. 
2. Jenis Jenis Remisi 
 Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik 
IndonesiaNomor 174 tahun 1999 tentang Remisi disebutkan bahwa remisi 
terdiri atas : 
1) Remisi umum merupakan remisi yang diberikan pada peringatan 
Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 
Agustus ; dan 
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2) Remisi khusus merupakan remisi yang diberikan pada hari besar 
keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang 
bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai 
lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun maka yang 
di pilih adalah hari besar yang paling di muliakan oleh penganut 
agama yang bersangkutan. 
3) Remisi tambahan merupakan remisi yang diberikan apabila 
narapidana dan anak pidana yang bersangkutan selama 
menjalani pidana : 
a. Berbuat jasa kepada negara ; 
b. Melakukan perbuatan yang berrmanfaat bagi negara atau 
kemanusiaan 
c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan 
pembinaan di lembaga Pemasyarakatan. 
4) Remisi dasawarsa merupakan remisi yang diberikan kepada 
narapidana maupun anak pidana bertepatan dengan ulang 
tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 
Agustus tiap 10 (sepuluh) tahun sekali. 
5) Remisi khusus yang tertunda merupakan remisi khusus yang 
diberikan kepada narapidana dan anak pidanayang 
pelaksanaan pemberiannya dilakukan setelah yang 
bersangkutan berubah statusnya menjadi narapidana. 
Pemberian remisi ini adalah untuk meringankan masa pidana 
atau hukuman bagi narapidana yang dalam kurun waktu 6 
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(enam) bulan telah menunjukkan perbuatan baik di lembaga 
pemasyarakatan namun pengajuan tersebut tertunda karena 
dalam waktu 6 (enam) bulan setelah statusnya sebagai 
narapidana belum di perolehnya karena masih menunggu 
status hukumnya dalam proses peradilan sehingga dengan 
demikian turunnya surat keputusan tentang remisi bagi 
narapidana yang bersangkutan juga terlambat daan pengajuan 
remisi bagi dirinya juga terlambat yaitu diajukan setelah tanggal 
17 Agustus pada tahun yang bersangkutan. Ketentuan ini 
diberikan agar narapidana yang bersangkutan tidak dirugikan 
dan mempunyai hak yang sama sebagaimana narapidana yang 
lainnya. 
6) Remisi khusus bersyarat merupakan remisi khusus yang 
diberikan secara bersyarat kapada narapidana dan  anak  
pidana  yang  pada  saat  hari  raya  keagamaannya 
berlangsung namun masa pidana yang telah dijalaninya belum 
cukup 6 (enam) bulan. Namun pemberian remisi ini dapat 
dicabut apabila dalam jangka waktu yang disyaratkan ternyata 
narapidana atau anak pidana yang bersangkutan telah 
melakukan pelanggaran disiplin dan dimasukkan ke dalam 
buku register. 
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Remisi dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila narapidana 
dan anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana27: 
a. Berbuat jasa kepada negara. 
b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau   
kemanusiaan. 
c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembianaan di 
Lembaga Pemasyarakatan. 
Besarnya remisi umum adalah28: 
a. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah 
menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan. 
b. 2 (dua) bulan bagi narapidana yang telah menjalani pidana selama 
12 (dua belas) bulan atau lebih. 
Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut29: 
a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1); 
b. pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan; 
c. pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan; 
d. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 
(lima) bulan; dan 
e. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) 
bulan setiap tahun. 
                                                          
27 Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang 
Remisi 
28 Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 
Tentang Remisi 
29 Pasal 4 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 
Tentang Remisi 
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Selanjutnya besarnya remisi khusus adalah30: 
a. 15 (lima belas) hari bagi narapidana dan anak pidana yang telah 
menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; 
dan 
b. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah 
menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. 
Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut31: 
a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1); 
b. Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 
(satu) bulan; 
c. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 
(satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan 
d. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan 
setiap tahun. 
Besarnya remisi tambahan adalah32: 
a. ½ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang 
bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa 
kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi 
negara atau kemanusiaan; dan 
                                                          
30 Pasal 5 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 
Tentang Remisi 
31 Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 
Tentang Remisi 
32 Pasal 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang 
Remisi 
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b. 1/3 (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang 
bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah 
melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di 
Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka. 
Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk 
menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan 
sampai dengan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik 
Indonesia. Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar 
untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal 
penahanan sampai dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh 
narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. Dalam hal masa 
penahanan sebagaimana dimaksud terputus, perhitungan penetapan 
lamanya masa menjalani pidana dihitung dari sejak penahan yang 
terakhir. Untuk penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, 1 
(satu) bulan dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari. Penghitungan 
besarnya remisi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat didasarkan 
pada agama narapidana dan anak pidana yang pertama kali tercatat 
dalam buku register Lembaga Pemasyarakatan33. 
Dalam hal narapidana dan anak pidana pada suatu tahun tidak 
memperoleh remisi, besarnya remisi pada tahun berikutnya didasarkan 
pada remisi terakhir yang diperolehnya. Penghitungan remisi bagi 
narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana lebih dari satu 
                                                          
33 Pasal 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang 
Remisi 
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putusan Pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara 
menggabungkan semua putusan pidananya. Pidana kurungan sebagai 
pengganti pidana denda tidak diperhitungkan di dalam penggabungan 
putusan pidana34. 
Narapidana yang dikenakan pidana seumur hidup dan telah 
menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta 
berkelakukan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara 
sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling 
lama 15 (lima belas) tahun. Perubahan pidana penjara seumur hidup 
menjadi pidana penjara sementara ditetapkan dengan Keputusan 
Presiden. Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi 
pidana sementara diajukan oleh narapidana yang bersangkutan kepada 
Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-Undangan35. 
Usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan oleh Kepala 
Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala 
Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Wilayah 
Departemen Hukum dan Perundang-Undangan. Keputusan Menteri 
Hukum dan Perundang-Undangan tentang remisi diberitahukan kepada 
narapidana dan anak pidana pada hari peringatan Proklamasi 
Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus bagi mereka yang 
diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik 
                                                          
34 Pasal 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang 
Remisi 
35 Pasal 9 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang 
Remisi 
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Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana 
dan anak pidana yang bersangkutan. Jika terdapat keraguan tentang hari 
besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak pidana, Menteri 
Hukum dan Perundang-Undangan mengkonsultasikannya dengan Menteri 
Agama36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
36Pasal 13 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang 
Remisi 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi Penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau 
wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini akan 
dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara klas II B jalan 
pengayoman Kabupaten Soppeng. Pemilihan tempat penenlitian ini 
dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut merupakan 
Rumah Tahanan yang berada di Kabupaten Soppeng. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini: 
a. Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara 
langsung melalui wawancara dengan para petugas Rumah 
Tahanan Negara Klas II B Kabupaten Soppeng. 
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Rumah Tahanan 
Negara Klas II B Soppeng berupa data pemberian remisi kepada 
narapidana narkotika yang pernah menjalani pidana pada Rumah 
Tahanan Negara Klas II B Kabupaten Soppeng. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data berdasarkan metode penelitian lapangan (field 
research). Penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian 
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yang dilakukan di lapangan dengan melakukan pengambilan data 
langsung melalui wawancara dengan aparat pada Rumah Tahanan 
Negara Klas II B Kabupaten Soppeng terkait pemenuhan hak 
pengurangan masa pidana (remisi). 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh diolah terlebih dahulu kemudian 
dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu 
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian 
menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah 
dilakukan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Menurut Pasal 1 angka 2 PP no. 27 tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Hukum Undang Undang Hukum Pidana disebutkan 
bahwa: 
“Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah 
tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.” 
 
Sementara pengertian LAPAS diatur pada Pasal 1 angka 3 UU No. 
12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berbunyi: 
“Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS 
adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana 
dan anak didik Pemasyarakatan”. 
 
Rutan merupakan tempat menahan tersangka atau terdakwa untuk 
sementara waktu sebelum keluarnya putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap. Sementara Lembaga Pemasyarakatan 
(LAPAS) merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan 
narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Berdasarkan penjelasan 
tersebut seorang narapidana harus ditempatkan di Lapas untuk 
mendapatkan pembinaan, tetapi karena keterbatasan kapasitas Rutan 
di Indonesia membuat fungsi Lapas berubah menjadi Rutan. Beberapa 
Lapas yang seharusnya menjadi tempat membina narapidana 
digunakan untuk menahan tersangka atau terdakwa. Perubahan fungsi 
ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. 
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M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga 
Pemasyarakatan Tertentu Sebagai Rumah Tahanan Negara. 
Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan 
asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut 
di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan 
peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila 
Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan 
pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-Undang 
ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum. Sistem 
Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga 
Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk 
melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak 
pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan 
penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang 
terkandung dalam Pancasila. 
Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik 
pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan berhak mendapat 
pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk 
menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga 
maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak 
maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain 
sebagainya. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, 
diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan 
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kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia 
menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai 
menjalani pidananya. Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya 
hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis 
Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, 
diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi 
saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem 
pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi 
saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di 
setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya. 
Sama halnya dengan daerah-daerah yang tersebar di Indonesia, 
Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Soppeng pun memiliki Rumah 
Tahanan Negara yang berdomisili di Jalan Pengayoman No. 3 
Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Pada hasil penelitian 
tanggal 5 Mei 2017 jumlah narapidana dan tahanan di Rutan Klas II B 
Watansoppeng adalah 124 orang yang diantaranya adalah 5 tahanan 
dan 51 narapidana narkotika. Adapun tugas dan fungsi rutan 
diantaranya adalah:  
a. Melakukan Pelayanan narapidana. 
b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan. 
c. Melakukan pengelolaan Rutan. 
d. Melaksanakan urusan tata usaha. 
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B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Meperoleh Remisi Bagi Narapidana 
Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 
Pelaksanaan pemberian Remisi pada Narapidana sebenarnya telah 
diatur dalam Undang Undang khususnya di Undang Undang No. 12 
Tahun 1995 tentang Pemasyarakat. pengurangan masa pidana atau 
remisi ada dua jenis. Pertama, remisi umum, yaitu remisi yang 
diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik 
Indonesia Tanggal 17 Agustus. Kedua, remisi khusus, yaitu remisi yang 
diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan 
anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama 
mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka 
yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut 
agama yang bersangkutan 
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal  
5 Mei 2017 menyatakan bahwa tolak ukur syarat dalam pelaksanaan 
pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana 
dapat dilihat pada PP No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan atas PP 
No. 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas PP No. 32 Tahun 1999 
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan dan Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi. 
Pelaksanaan remisi terdiri atas : 
a. Remisi umum, syarat mendapatkan pengurangan masa pidana 
(remisi) bagi narapidana yang telah menjalani pidana minimal 6 
(enam) bulan dan berkelakuan baik selama menjalani masa 
pidananya. Untuk tahun pertama 6 (enam) sampai 12 (dua 
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belas) bulan diberikan remisi 1 (satu) bulan, pada tahun kedua 
diberikan remisi (tiga) bulan, pada tahun ketiga diberikan remisi 
4 (empat) bulan, tahun keempat dan kelima masing-masing 
diberikan remisi 5 (lima) bulan dan tahun keenam dan 
seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun. 
b. Remisi khusus, pada tahun pertama narapidana diberikan 
remisi sebagaimana diatur pada Kepres No. 174 Tahun 1999 
dalam pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: 6 (enam) sampai 12 (dua 
belas) bulan diberikan remisi 15 (lima belas) hari, pada tahun 
kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) 
bulan, pada tahun keempat dan kelima masing-masing 
diberikan remisisatu (satu) bulan 15 (lima belas) hari, pada 
tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan 
setiap tahunnya. 
c. Remisi tambahan, ½ (seperdua) dari remisi umum yang 
diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana yang 
berbuat jasa kepada Negara atau melakukan perbuatan yang 
bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan, dan 1/3 (sepertiga) 
dari remisi umum yang diperoleh padatahun yang bersangkutan 
bagi narapidana yang membantu kegiatan pembinaan di 
Lembaga Pemasyarakatan. 
 
Dalam hal menentukan bahwa apakah narapidana yang ada dalam 
Lembaga Pemsayarakatan / Rumah Tahanan Negara sudah 
berkelakuan baik atau tidak, itu dapat dilihat dan dinilai dari setiap 
pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan yang telah 
ditentukan oleh  masing-masing Lembaga Pemasyarakatan selama 
narapidana tersebut menjalani masa pidananya. 
Selanjutnya bahwa indikator yang digunakan oleh petugas 
pemasyarakatan untuk menentukan kelayakan berkelakuan baik bagi 
narapidana agar dapat memperoleh remisi adalah apabila narapidana 
tersebut selama menjalani masa pidana menunjukkan kesadaran 
dengan menyesali perbuatannya, menjadi warga binaan yang baik, taat 
kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan 
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keagamaan serta tidak pernah melakukan pelanggaran atau 
memperoleh tindakan disiplin. Jika narapidana tersebut melakukan 
pelanggaran dan terdaftar dalam daftar buku register (F) maka 
narapidana tersebut tidak mendapatkan pengurangan masa pidana 
(remisi) sesuai ketentuan Lembaga Pemasyarakatan  atau Rumah 
Tahanan Negara yang berlaku.  
Adapun syarat pemberian remisi bagi narapidana narkotika yang 
dipidana dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun masa 
pidana sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 34 ayat 2 dan 3 PP 
No 99 Tahun 2012 yaitu : 
1. Berkelakuan baik; dibuktikan dengan: 
a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 
6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum waktu pemberian 
remisi; dan 
b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan 
oleh LAPAS dengan predikat baik.” 
2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan; dan 
 
Adapula syarat pemberian remisi bagi narapidana narkotika 
yang dipidana dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun masa 
pidana yang putusannya tehitung sejak tahun 2013, selain harus 
memenuhi persyaratan yang terkandung dalam pasal 34 di atas, 
narapidana juga harus memenuhi persyaratan yang terkandung dalam 
pasal 34A ayat 1,2 dan 3 PP No. 99 Tahun 2012 
 
 
58 
 
Pasal 34A 
(1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena 
melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekusor 
narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan 
Negara, kejahatanhak asasi manusia yang berat, serta 
kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 34 juga 
harus memenuhi persyaratan: 
a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk 
membantu membongkar perkara tindak pidana yang 
dilakukannya; 
b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti 
sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana 
yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; 
dan 
c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang 
diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional 
penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar  
1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik 
Indonesia secara tertulis bagi Bagi Narapidana 
Warga Negara Indonesia 
2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana 
terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga 
Negara Asing, yang dipidana melakukan tindak 
pidana terorisme. 
(2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana 
narkotika dan prekusor narkotika, psikotropika sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana 
yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun. 
(3) Kesedian untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh 
instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
Prosedur pengusulan remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan 
HAM oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan 
Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala 
Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM. Keputusan Menteri 
Hukum dan HAM tentang remisi diberitahukan kepada Narapidana dan 
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Anak Pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik 
Indonesia tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada 
peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada 
hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana 
yang bersangkutan. Jika terdapat keraguan tentang hari besar 
keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak Pidana, Menteri 
Hukum dan Perundang-undangan mengkonsultasikannya dengan 
Menteri Agama. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis 
mendapatkan data mengenai jumlah narapidana yang pernah 
mendapatkan remisi yaitu: 
Tabel 1 
Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Remisi Pada Tahun 2011 di 
Rumah Tahanan Klas II B Watansoppeng 
REMISI REMISI UMUM REMISI 
KHUSUS 
REMISI 
TAMBAHAN 
Remisi Umum l 30 Orang - - 
Remisi Umum II - - - 
Remisi Khusus I - 30 Orang - 
Remisi Khusus II - - - 
Remisi Tambahan - - - 
*sumber data: Dokumen  data Remisi  Rutan Klas II B Watansoppeng 
Tabel 2 
Jumlah Keseluruhan Narapidana yang Mendapatkan Remisi 
Khususnya Narapidana Narkotika Pada Tahun 2011 Rumah Tahanan 
Negara Klas II B Watansoppeng 
Remisi  Seluruh Narapidana Narapidana Narkotika 
Remisi Umum 30 Orang - 
Remisi Khusus 30 Orang 1 Orang 
Remisi Tambahan - - 
*sumber data: Dokumen  data Remisi  Rutan Klas II B Watansoppeng 
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Tabel 3 
Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Remisi Pada Tahun 2012 di 
Rumah Tahanan Klas II B Watansoppeng 
REMISI REMISI UMUM REMISI 
KHUSUS 
REMISI 
TAMBAHAN 
Remisi Umum l 34 orang - - 
Remisi Umum II 1 orang - - 
Remisi Khusus I - 34 Orang - 
Remisi Khusus II - 4 Orang - 
Remisi Tambahan - - - 
*sumber data: Dokumen  data Remisi  Rutan Klas II B Watansoppeng 
 
 
 
Tabel 4 
Jumlah Keseluruhan Narapidana yang Mendapatkan Remisi 
Khususnya Narapidana Narkotika Pada Tahun 2012 Rumah Tahanan 
Negara Klas II B Watansoppeng 
Remisi  Seluruh Narapidana Narapidana Narkotika 
Remisi Umum 35 Orang 7 Orang 
Remisi Khusus 38 Orang 8 Orang 
Remisi Tambahan - - 
*sumber data: Dokumen  data Remisi  Rutan Klas II B Watansoppeng 
 
 
 
Tabel 5 
Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Remisi Pada Tahun 2013 di 
Rumah Tahanan Klas II B Watansoppeng 
REMISI REMISI UMUM REMISI 
KHUSUS 
REMISI 
TAMBAHAN 
Remisi Umum l 34 orang - - 
Remisi Umum II - - - 
Remisi Khusus I - 34 Orang - 
Remisi Khusus II - - - 
Remisi Tambahan - - - 
*sumber data: Dokumen  data Remisi  Rutan Klas II B Watansoppeng 
 
61 
 
Tabel 6 
Jumlah Keseluruhan Narapidana yang Mendapatkan Remisi 
Khususnya Narapidana Narkotika Pada Tahun 2013 Rumah Tahanan 
Negara Klas II B Watansoppeng 
Remisi  Seluruh Narapidana Narapidana Narkotika 
Remisi Umum 34 Orang 8 Orang 
Remisi Khusus 34 Orang 8 Orang 
Remisi Tambahan - - 
*sumber data: Dokumen  data Remisi  Rutan Klas II B Watansoppeng 
Tabel 7 
Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Remisi Pada Tahun 2014 di 
Rumah Tahanan Klas II B Watansoppeng 
REMISI REMISI UMUM REMISI 
KHUSUS 
REMISI 
TAMBAHAN 
Remisi Umum l 24 orang - - 
Remisi Umum II - - - 
Remisi Khusus I - 23 Orang - 
Remisi Khusus II - - - 
Remisi Tambahan - - - 
*sumber data: Dokumen  data Remisi  Rutan Klas II B Watansoppeng 
Tabel 8 
Jumlah Keseluruhan Narapidana yang Mendapatkan Remisi 
Khususnya Narapidana Narkotika Pada Tahun 2014 Rumah Tahanan 
Negara Klas II B Watansoppeng 
Remisi  Seluruh Narapidana Narapidana Narkotika 
Remisi Umum 24 Orang 4 Orang 
Remisi Khusus 23 Orang 4 Orang 
Remisi Tambahan - - 
*sumber data: Dokumen  data Remisi  Rutan Klas II B Watansoppeng 
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Tabel 9 
Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Remisi Pada Tahun 2015 di 
Rumah Tahanan Klas II B Watansoppeng 
REMISI REMISI UMUM REMISI 
KHUSUS 
REMISI 
TAMBAHAN 
(Dasawarsa) 
Remisi Umum l 32 orang - - 
Remisi Umum II 2 Orang - - 
Remisi Khusus I - 31 Orang - 
Remisi Khusus II - - - 
Remisi Tambahan  - - - 
Remisi Umum I 
Dasawarsa 
  35 Orang 
Remisi Umum II 
Dasawarsa 
  3 Orang 
Remisi Khusus I 
Dasawarsa 
  37 Orang 
Remisi Khusus ll 
Dasawarsa 
  4 Orang 
*sumber data: Dokumen  data Remisi  Rutan Klas II B Watansoppeng 
 
Tabel 10 
Jumlah Keseluruhan Narapidana yang Mendapatkan Remisi 
Khususnya Narapidana Narkotika Pada Tahun 2015 Rumah Tahanan 
Negara Klas II B Watansoppeng 
Remisi  Seluruh 
Narapidana 
Narapidana Narkotika 
Remisi Umum 34 Orang 18 Orang 
Remisi Khusus 31 Orang 16 Orang 
Remisi Tambahan 
(Dasawarsa) 
 Remisi umum 
Dasawarsa 
 Remisi Khusus 
Dasawarsa 
  
38 Orang 18 Orang 
41 Orang 3 Orang 
*sumber data: Dokumen  data Remisi  Rutan Klas II B Watansoppeng 
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Tabel 11 
Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Remisi Pada Tahun 2016 di 
Rumah Tahanan Klas II B Watansoppeng 
REMISI REMISI UMUM REMISI 
KHUSUS 
REMISI 
TAMBAHAN 
Remisi Umum l 61 Orang - - 
Remisi Umum II - - - 
Remisi Khusus I - 49 Orang - 
Remisi Khusus II - - - 
Remisi Tambahan - - - 
*sumber data: Dokumen  data Remisi  Rutan Klas II B Watansoppeng 
Tabel 12 
Jumlah Keseluruhan Narapidana yang Mendapatkan Remisi 
Khususnya Narapidana Narkotika Pada Tahun 2014 Rumah Tahanan 
Negara Klas II B Watansoppeng 
Remisi  Seluruh Narapidana Narapidana Narkotika 
Remisi Umum 61 Orang 44 Orang 
Remisi Khusus 49 Orang 29 Orang 
Remisi Tambahan - - 
*sumber data: Dokumen  data Remisi  Rutan Klas II B Watansoppeng 
Ket: 
 Remisi Umum l : Remisi yang diberikan pada hari proklamasi 
kemerdekaan tetapi masih menjalani sisa hukumannya 
 Remisi Umum II : Remisi yang diberikan pada hari proklamasi 
kemerdekaan dan dinyatakan bebas dari hukumannya 
 Remisi Khusus l : Remisi yang diberikan pada hari besar 
keagamaan tetapi masih menjalani sisa hukumnnya 
 Remisi Khusus II : Remisi yang diberikan pada hari besar 
keagamaan dan dinyatakan bebas dari hukumannya 
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Dari data tersebut dapat diamati bahwa pemberian remisi bagi 
narapidana di Rutan Klas ll B Watansoppeng mengalami fluktuasi. 
Tentu hal itu di pengaruhi oleh syarat atau tolok ukur dalam pemberian 
remisi bagi para tahanan. Berdasarkan hasil wawancara penulis 
dengan  staf database seksi registrasi lapas bahwa dasar pemberian 
remisi tersebut adalah : 
“Untuk pemberian remisi syarat yang diberlakukan oleh Rutan Klas 
II B Watansoppeng adalah para narapidana telah menjalani 
hukuman selama 6 bulan, berkelakuan baik atau tidak masuk 
dalam Reg. F, tahanan tidak sedang menjalani pidana kurungan 
dan pidana pengganti, dan telah berkekuatan hukum tetap dan 
telah dieksekusi oleh jaksa”. (Hasil wawancara Soppeng, 5 Mei  
2017) 
Berdasarkan data yang penulis dapatkan dalam hal pemberian 
remisi selama tahun 2011 sampai dengan 2016 dapat dilihat bahwa 
pemberian remisi pada narapidana narkotika di tahun 2011 terbilang 
sedikit yaitu hanya 1 orang pada remisi khusus sementara pada tahun 
2012 yaitu pada saat mulai berlakunya PP No. 99 Tahun 2012 Tentang 
Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak Warga Binaan sampai data 
yang penulis peroleh di tahun 2016 pengusulan pemberian remisi 
terhadap narapidana narkotika mulai di perhitungkan meskipun dilihat 
dalam peraturan perundang undangan yang mengatur remisi 
narapidana narkotika telah diperketat dengan keluarnya Peraturan 
Pemerintah No. 99 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak 
Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam kesempatan yang sama pula 
penulis juga mempertanyakan mengenai pelaksanaan pemberian 
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remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika pada Rutan Klas II B 
Watansoppeng, dan memperoleh informasi bahwa 
“Pemberian remisi atau pengurangan masa hukuman bagi narapidana 
narkotika dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang ada jadi semua dijalankan sesuai dengan Undang-
Undang Lemabaga Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah”. 
 Dalam hal kendala yang dihadapi dalam pemberian remisi 
diantaranya adalah masalah jaringan internet yang tersedia di rutan 
belum mampu memadai dengan sistem yang diterapkan dalam 
pengajuan usulan remisi yang diubah dari manual ke sistem online. 
Oleh karena itu perlu adanya peningkatan fasilitas internet yang lebih 
memadai dalam hal memperlancar pengajuan usulan remisi secara 
online. 
Dari uraian pelaksanaan pemberian remisi di Rutan Klas II B 
Watansoppeng mulai dari dasar hukum sampai pada tata cara 
pemberian secara teknis menunjukkan bagaimana pemberian remisi 
bagi para tahanan merupakan salah satu langkah untuk memenuhi hak 
dasar bagi para tahanan mengenai remisi bagi para terpidana yang 
tindak pidananya masuk dalam kategori ekstra ordinari cryme salah 
satunya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pelaksanaan  
Pemberian  Remisi  Pada Rumah  Tahanan  Negara  Klas  II  B  
Watansoppeng  sudah  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan 
yang ada. Sesuai dengan data yang diberikan pemberian remisi kepada 
narapidana tindak pidana narkotika sudah sangat tepat, baik 
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berdasarkan syarat maupun ketentuan serta aturan aturan yang 
mengaturnya. 
C. Pertimbangan Pemenuhan Hak Memperoleh Remisi bagi 
Narapidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 
Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam pemberian pengurangan 
masa pidana (remisi) bagi narapidana tindak pidana narkotika dilihat 
dari syarat-syarat dan ketentuanan dalam pemberian remisi bagi 
narapidana. Syarat-syarat dan ketentuannya telah diatur dalam UU No. 
12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 poin I, Kepres 
No.174 Tahun 1999 tentang Remisi dan PP No. 99 Tahun 2012 tentang 
perubahan atas PP No. 28 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara 
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 
1,2 dan 3 peraturan tersebu. Dijelaskan bahwa: 
1. Ketentuan Pasal 34A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
(1) Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena 
melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekusor 
narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap 
keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, 
serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain 
harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 
34 juga harus memenuhi persyaratan: 
a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk 
membantu membongkar perkara tindak pidana yang 
dilakukannya; 
b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai 
dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang 
dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan 
c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang 
diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar; 
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1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik 
Indonesia secara tertulis bagi Bagi narapidana 
Warga Negara Indonesia 
2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana 
terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga 
Negara Asing, yang dipidana melakukan tindak 
pidana terorisme. 
(2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana 
narkotika dan prekusor narkotika, psikotropika sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana 
yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun. 
(3) Kesedian untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan 
ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
2. Pasal 34B dan Pasal 34C yang berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 34B 
(1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) 
diberikan oleh menteri. 
(2) Remisi untuk narapidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 34 ayat (1) diberikan oleh menteri setelah mendapat 
pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan terkait. 
(3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan oleh menteri/atau pimpinan lembaga terkait 
dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja 
sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri. 
(4) Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 
Pasal 34C 
(1) Menteri dapat memberikan remisi kepada anak dan 
narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1). 
(2) Pidana narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas narapidana yang: 
a. Dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) 
tahun; 
b. Berusia di atas 70 (tuju puluh) tahun; atau 
c. Menderita sakit berkepanjangan. 
(3) Menteri dalam memberikan Remisi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) setelah mempertimbangkan kepentingan 
umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat.” 
Dengan adanya pengetatan dalam pemberian remisi menandakan 
bahwa pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana khusus seperti 
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tindak pidana penyalahgunaan narkotika cukup ketat. Dari sisi 
efektivitas maka tentunya para para pelaku tindak pidana khusus harus 
lebih bisa bermasyarakat dan kooperatif dalam membantu petugas 
untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya. Masalah 
efektifitas penerapan PP No. 99 Tahun 2012 cukup membuat para 
terpidana untuk lebih termotivasi dalam berkelakuan baik.  
Dalam hal pertimbangan pemberian remisi Rutan Klas II B 
Soppeng menerapkan aturan diantaranya adalah narapidana narkotika 
diharuskan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana dan  tidak 
terdaftar dalam buku register (F). Selain itu narapidana narkotika juga 
diharuskan juga mendapatkan binaan dari segi psikologi sehingga pola 
pikir dalam terjun ke masyarakat dapat ditata dengan baik. 
Dengan diberikannya hak pengurangan masa pidana kepada 
narapidana tindak pidana narkotika, dengan dasar yang bersangkutan 
telah berkelakuan baik, penulis menganggap itu sebagai faktor yang 
memotivasi narapidana dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, 
terkhusus dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. Dasar 
kelakuan baik  itu  efektif untuk diterapakan khusus bagi narapidana 
tindak pidana narkotika, hal ini dikarenakan hampir semua narapidana 
tindak pidana narkotika akan senantiasa berkelakuan baik dalam masa 
pidana. Berbeda halnya dengan narapidana tindak pidana 
pembunuhan, atau pemukulan misalnya. Dalam hal narapidana ini, 
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dasar berkelakuan baik dapat dijadikan sebagai indikator untuk 
memberikan remisi. 
Untuk menilai apakah seorang narapidana tindak pidana narkotika 
itu dapat mengubah diri atau masih sama dengan sebelum dipidana, 
tidaklah cukup dengan perbuatan baik saja. Hal ini dikarenakan tindak 
pidana narkotika ini, juga terkait masalah psikologis, bukan masalah 
perilaku menjalani pidana pada lembaga pemasyarakatan, sehingga 
peran pembinaan psikologi juga perlu diterapkan. Oleh karenanya, 
Rutan Klas II B Watansoppeng menerapkan pembinaan psikologi 
dengan pembinaan religius dalam hal keagamaan sehingga narapidana 
khususnya narapidana narkotika mendapatkan pembinaan secara fisik 
maupun batin. 
Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa 
pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika sudah cukup 
efektif dengan adanya aturan baru yaitu PP No.99 Tahun 2012 tentang 
perubahan atas PP No 28 Tahun 2006. Hal ini dikarenakan, pemberian 
remisi sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012, 
para terpidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun tidak akan mudah mendapatkan remisi karena adanya 
tambahan persyaratan yang tertuang dalam Syarat dan Tata Cara 
Pelaksanaa Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Disamping efektif, 
ada juga yang menjadi kelemahan dari aturan tersebut karena adanya 
pembedaan antara pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana 
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penjara 5 (lima) tahun kebawah dan Narapidana yang dipidana dengan 
pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun, Penulis melihat adanya 
perbedaan yang signifikan atas narapidana yang dipenjara dalam 
kurung waktu yang cukup lama 5 (lima) tahun keatas, dengan 
narapidana yang dipidana dalam waktu singkat 5 (lima) tahun kebawah. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan penulis di 
atas,maka penulis menyimpulkan bahwa: 
1. Pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh remisi bagi narapidana 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Rumah Tahanan 
Negara Klas II Watansoppeng pada tahun 2011-2016 sudah efektif 
dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. 
Hal ini dapat dilihat dari jumlah narapidana yang memperoleh 
remisi khususnya narapidana narkotika. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa hak narapidana untuk mendapatkan remisi 
sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku 
sudah dilaksanakan dengan baik. 
2. Hal hal yang menjadi pertimbangan pemenuhan hak memperoleh 
remisi bagi narapidana narkotika di Rumah Tahanan Klas II 
Watansoppeng diantaranya adalah menerapkan aturan diantaranya 
adalah narapidana narkotika diharuskan berkelakuan baik selama 
menjalani masa pidana dan  tidak terdaftar dalam buku register (F). 
Selain itu narapidana narkotika juga diharuskan juga mendapatkan 
binaan dari segi psikologi sehingga pola pikir dalam terjun ke 
masyarakat dapat ditata dengan baik. Selai itu, Rutan Klas II B 
Watansoppeng menerapkan pembinaan psikologi dengan 
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pembinaan religius dalam hal keagamaan sehingga narapidana 
khususnya narapidana narkotika mendapatkan pembinaan secara 
fisik maupun batin. 
B. Saran 
1. Dalam hal pelaksanaan pemeberian remisi bagi narapidana tindak 
pidana penyalahgunaan narkotika sebaiknya diberikan perlakuan 
yang berbeda dikarenakan kasus penyalahgunaan narkotika lebih 
dominan mengacu pada kondisi psikis dari si pengguna. Selain itu 
peningkatan performa dan fasilitas yang memadai seharusnya lebih 
diperhatikan dalam hal pengusulan remisi dari Rutan ke 
Kementarian Hukum dan HAM 
2. Dari segi pertimbangan pemberin remisi khususnya narapidana 
penyalahgunaan narkotika sebaiknya sangat diperhatikan dengan 
baik apakah narapidana tersebut benar benar telah sadar dan tidak 
akan terjebak dalam kemenlut narkotika lagi serta memerhatikan 
dengan seksama tingkah laku narapidana tersebut dikarenakan 
beberapa kasus yang dijumpai ada narapidana narkotika yang 
sudah bebas akan tetapi beberapa waktu kemudian kembali 
terjebak dalam kemelut narkotika dan kembali ditahan dengan 
kasus yang sama. 
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